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Dorong Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset, Wapres Tekankan Untuk 

Kepentingan Rakyat 

 

  
Sumber gambar: 

https://indonesiakini.go.id/berita/9379453/dorong-percepatan-pengesahan-ruu-perampasan-

aset-wapres-tekankan-untuk-kepentingan-rakyat 

 

Masyarakat saat ini menantikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Perampasan Aset yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan 

aset terkait tindak pidana korupsi. 

Saat ditanya awak media perihal kelanjutan RUU tersebut, Wakil Presiden 

(Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya 

mendorong pengesahan RUU yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut. 

"Saya kira Pemerintah sudah mengambil langkah untuk menyusun RUU itu. 

(Tentu) Pemerintah akan mendorong pihak yang belum setuju agar memahami bahwa ini 

untuk kepentingan rakyat," tegas Wapres usai menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi 

Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Peresmian Kalsel Nasional Halal Fair 2023 di Halaman 

Kantor Gubernur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/04/2023). 

Menurutnya, upaya  untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang 

belum menyetujui RUU ini akan terus dilakukan, terlebih saat ini telah menjadi Program 

Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. 

"Pemerintah akan terus berupaya agar yang belum setuju untuk bisa 

memahaminya karena ini hasilnya untuk rakyat. Pemerintah akan terus melakukan upaya 

agar hal ini bisa cepat dibahas dan ditetapkan. Karena prioritas, maka kita dorong terus," 

imbuhnya. 
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Wapres juga menekankan materi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah 

terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum 

dan merugikan negara. 

"(Hal) penting itu pertama perampasan aset yang diperoleh dengan jalan yang 

tidak sah, artinya ada unsur korupsinya, nah itu harus dirampas dan diambil, sehingga 

uang negara bisa balik ke negara," jelas Wapres. 

Tidak kalah penting, menurut Wapres adalah bagaimana aset yang terbukti 

melanggar hukum tersebut berhasil disita dan dikelola dengan baik dan sesuai peraturan 

perundangan. 

"Yang kedua adalah mengelola aset hasil rampasan, jangan sampai terbengkalai 

dan tidak terurus, misalnya ada mobil, ada juga kebun, dan lain sebagainya, maka ini 

harus diatur," ungkapnya. 

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini Gubernur Kalimantan Selatan 

Sahbirin Noor dan Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat. 

 

Sumber berita: 
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perampasan-aset-wapres-tekankan-untuk-kepentingan-rakyat, 11 April 2023.  

2. https://www.setneg.go.id/baca/index/dorong_percepatan_pengesahan_ruu_perampas
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Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

 Pasal 1  

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
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4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan 

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan 

kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain 

melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat 

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara 

Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" 

antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong 

yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara 

lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, 

dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara. 

 

 Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik 

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / 

Walikota. 
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